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PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHA: AN

Menimbang

Mengingat

NASIONAL DI PUSKESMlﬁﬁ KOTA TOMOHON A

DENGAN RAHMAT TUHAN; YANG MAHA KUASA

a.

\

WALIKOTA TOMOHON : .
bahwa untuk menjamin kepastian . Hukum atas
pemanfaatan dana non kapitasi progral jaminan
keschatan nasional di puskesmas Kota'.TomohonL
bahwa pengaturan penggunaan dana non kapitasi
jaminan kesehatan nasional untuk jasa ?elaYianan
kesehatan pada 'fasilitas kesehatan tin. gkat perama
milik pemerintah daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada hlliruf dan
huruf b, perlu menetapkan dengan [Perabiran
Walikota Tomohon tentang tentang = Pemanfaatan
Dana Non Kaplta51 Program Jaminan Kesehatan
Nasional DiPuskesmas Kata Tomohon.

Undang-Undang‘ Nomor 10 Tahun ;2003 tentang
Pembentukan Ka!bupaten Minahasa Sela~ dai{ Kota
Tomo)\on di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nom(Jir 30,
Tambahan Lembaran Negara Repubhc Indonesia
Nomor 4273); . j
Undang-Undang Nomor 40 Tahun :200f tentang
Sistem .Jaminan: Sosial Nasional (Lembaran ~egara
Republik  Indonesia . Tahun 2004 . Nodior.150,

Tambahan Lembaran Negara .Republik. - JIndonesia
Nomor 4456); ‘ 3 . O

Undang-Undang J'iomoi.~6 Tahun ~(O0g teptang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik [Irid~nesia
Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran egara ..
Republik Indonesia Nomor,5063); Jj, '




I

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ~011 tenr,ng

10.

Pembentukan Peraturan Perundang—Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun %011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara lRepubhk
Indonesia Nomor '.5234);. , j |
Undang-Undang .}fomor. 24 Tahun 2Q11 te~tang
Badan Penyelenggara . —jii.. Sosi~1 ..(,~baran
Negara Republik 'Indonesia Tahun 201~ No~or 1116~
Tambahan Leml?wan Negara Republik Indonesia
Nomor 5256); - e, l,. .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . tentang
Pemerintahan Daerah (Lembatan Negara ‘Repf blik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~.587)
sebagaimana telah diubah beberapa kaliq terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun QOIS
tentang Perubahan Kedua atas Undank-u~dang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahEin Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taft g 12
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Cpr 1
Indonesia Nomor:5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Noriior | 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik jindobesia
Nomor 4578} ; I ‘
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 201f) tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara | Redublik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebag~altelah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 liabun
2013 tentang Perubahan Peraturan PresidJn Nomor
12 Tahun 20~3 tentang Jaminan ~esehatan
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2013
Nomor 255); e . ! ] |
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69'-Tahun 2013
tentang Standa.r. "Tarif Pelayanan KesehJtan Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama darl Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelbnggkraan
Program J~ali Kesehatan (Berita Negar! Re~ublik
Indonesia Tahun!2013 Nomor 1392); i

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang  Pelayanan = Kesehatan pada | Jaminan
Kesehatan  Nasional (Berita Negara ' Re ublik
Indonesia Tahun;2013 Nomor 1400);




1)

Menetapkan

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud derigan ;
1.

2
3.
4

'jC\;

11. Peraturan Menteri D~ Nege~ NoM,~~ ,”7 T un

201~ tentang P~ml;:>e~tu~ ~duk H~~m-Dafrah
(Benta Negera Repubhk Indonesia Tahun 2CJ r5Nom0r
2036); | v

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik {ndonesm
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana
Kapltasi Jaminan Kesehatan Nasional uniuk hasa
Pelayanan  Kesehatan @ dan  Dukungari  Biaya
Operasional Pada Fasilitas Keseh~tan TWgkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah; : |

12..Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor |g Tahun
2016 Tentang Anggaran Pendapatan - dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kota Tomohon Tahun 2017 Nomor41).

, f

MEMUTUSKAN : .
PERATURAN  WilIKOTA TOMOHON; ~EN'TJANG
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS
KOTA TOMOHON.

BABI
KetentuanUmum

Pasal 1

Daerah adalah Kata Tomohon;

. Walikota adalah Walikota Tomohon
Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Koti t'TNmoh?n
. Pusat Kesehatan Masyarakat~ yang- selanjl;1,tr.i~~; :~rebut

Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingka]; PefEa

milik  Pemerintah ' ))aerah,. ', yang meru:r,filfah Unit!
Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Darrah Kata
Tomohon yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasionall mJ‘liputi

Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Ruskesmas
Pembantu, Puskesmas Kelilingdan Poskesdes. |

. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa

perlindungan  kesehatan agar pesell8; mrmpf roleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi iebutuhan dasar kesehatan ;yang
diberikan kepada setiap orang yang telah b.=ibayar
luran atau iurannya dibayar oleh pemerintah; .

Pelayanan Maternal; dan Neonatal adalah fela:y-anan
Kesehatan bagi Ibu melahirkan dan bayi yang baru lahir;~




7. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim
oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Keserata.il 'fl.dgkat
Pertama berdasarkan jenis dan juml~  Jelaykan
kesehatan yang diberikan. » | |

8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalanyang <liter.ma
oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang pibe~
kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi mJdic ilan/
atau pelayanan lainnya. | |

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KeSehabJ.n~ang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan a'dahl‘h bP.dan

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan. ’

Pasal 2 .
D Atas pemberian pelayanan Jaminan Kesehatari Nasional
L) yang dilakukan oleh Puskesmas berdasar~.  jenis| dan
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, Phskesmas
berhak menerima pembayaran dana non Kkapiuisi sbsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Pa~3 L
Ruang lingkup yang d4a~ur da.!am Peraturahiwfiko~  ini
meliputi pemanfaatan dana non, kapitasi yangberasal dari
BPJS Kesehatan yang di,terimaoleh Puskesmas.

BAB II |
ALOKASI PEMA+IFAATAN DANANON KAPIrfAS
Pasal 4 :
(1) Alokasi pemanfaatan dana non Kkapitasi ,C|||a(Ukan
(1)” dengan cara mengusulkan rencana pendapa~ dan
belanja dana non kapitasi kepada Walikofu melalui

Kepala Dinas. ‘ | j

(2) Rencana pendapatan dana non kapitasi sebagaimana
dimaksud pada ay~t (1) dianggarkan dalani Reiicana
Kerjadan Anggaran ?inas. j j

(3) Rencana belanja dana non kapitasi :sebagaimana

dimaksud pada ay~t (1) dianggarkan ~aril. rewcana
Kerjadan Anggaran Puskesmas.

(4) Pendapatan dana Nbn Kapitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang: tidak digunaka.n seluru~ya ‘pada
~un anggaran .berkenaan, sisa Danal kapttasi
drmanfaatkan untuk tahun anggaran berik.utnya.:

|




Pasal 5 |

(1) Pendapatan dana Ron kapitasi yang bersumber dari
BPJS Kesehatan yang masuk ke rekenin~ Pu'.skesbas
disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah dan sefunjutnya

\
dapat dimanfatkan langsung  oleh | ~s|kesfas

berdasarkan ketenruan peraturan perund'l"g-:.~~:ran
1 bidang pengelolaan keuangan Daerah. |~
(2) Belanja dana non kapitasi sebagaimana - sud
dalam pasal 4 dapat digunakan untuk :
a. Pelayanan rawat inap di Puskesmas;
b. Pelayanan persalinan di Puskesmas;
c. Pelayanan persalinan di bidang jeiaring;

d. Pelayanan rujukan; dan/ ~tau |

e. Pelayanan peme~~aan i~~h~  dan i~u nifas.

BESAIMN -ley PELAYANA ri'

Pasalf

(1) Ketentuan tarif pelayanan kesehatan Program Jaminan
Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditet.abkan
sesuai Peraturan Perundang Undangan yang betlakti;

(2) Ketentuan tarif Non Kapitasi untuk pelayanan %(ese atan
Rawat Inap Tingkat Pertama dan Pelayanan Matemal dan
Neonatal dibayarkan sebagai Jasa Pelayanan sJtelah
dipotong PAD 10 o/o.

BAB IV
TATACARA PENGAJUAN KLAIM
DANANON KAPITASDI PUSKESMAS

Pasal 7 \

Tata.c8:a pengajuan kim - dana non kapitasi ~~i w skesmas
dan jaringannya adalah: ‘ )

a. Puskesmas melakukan rekapitulasi harlan terhadap data
pasien, jenis pelayanan yang diberikan dan besaran biaya
pelayanan: I

b. Puskesmas setiap bulan mengajukan. klaim biaya
jaminan persalinan kepada BPJS Kesehataln dengan
dilampiri persyaratan sebagai berikut:

1. Bukti tandatangan/ cap jempol pasien:

2. Foto copy kartu BPJS Kesehatan / Kartu fanda
Penduduk / Kartu Keluarga / Surat lzin.M~ngetfl.udi/
Surat Keterangan Domisilidari lurah; .~

3. Foto copy buku. .kesehajan ibu dan ~anak : ntuk
pemeriksaan keharnilan; o




4. Partograph untukpelayanan Iresehatan; |
5. Rekapitulasi data pasien, jenis pelayanan yang
diberikan dan besaran pelayanan: I j

c. Puskesmas setiap bulan mengajukan klaim biaya
jaminan kesehatan masyarakat kepada BPJS Kesehktan
melalui Dinas Kesehatan Daerah dengan melampirkan
, Rekapitulasi data pasien, jenis pelayanan Yang ﬁlbr
dan besaran pelayanan: o : I

d.  BPJS Kesehatan melakukan, y,erifikasiterhadap fo
klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b d~ hurut® ¢
yang diajukan oleh puskesmas dan jaringannya; ,' . |

e. BPJS Kesehatan membayaribiaya pelayanan -Jaminan
Kesehatan Masyarakat dan jaminan persalinan ~ang
telah dilakukan puskesmas dan jaringannya se~uai ~asil
verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh puJkesmas;

f. Biaya pelayanan Jaminan Kesehatan M-~syarfikat dan
Jaminan Persalinan disetor oleh BPJS Kesehatan ke
Rekening Dinas Kesehatan Daerah, dari Rekening Dinas
Kesehatan Daerah di.transfer ke Rekenirig Kis U+num
Daerah, dari Rekening Kas Umum Daerah dibayaridn ke
Puskesmas sesuai dengan klaim yang diajukan.

BABV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8
Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pembagian
dana non kapitasi program Jaminan Kesehatari Nasio*al di
Puskesmas dilaksanakan berdasarkan - | .eraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KET~NTUANPENUTUP
Pasal 9 ;
Pada saat Peraturan Walikota ini . berlaku, Peraturan
Walikota Tomohon Nomor .1 Tahun 20'1S tehtang

Pemanfaatan Dana Non K~.i~itasi Program . Jarlrlnan
Kesehatan Nasional di Puskesmas Kota Tah- qr129TS (Berlta
Daerah Kata TomohonTahun 2015 Nomor 109) 'cab t dan
dinyatakan tidak berlaku. ~ :

)




Peraturan  Walikota irii NJ ? berlaku ld ggal

diundangkan

Agar setiap ' meng~tahu~ya,

pengundangan OB&aran - Walikota

penempatannya dalam Berita daerah Kota Tomphon.Ji,

Paraf Koordinasi

Wakil Walikota Tomohon

Sekretaris Daerah

Asisten Kesejahteraan Rakyat

Inspektur Kota

Kepala Bad.an  Keuangan
Daerah

KabagHukum

Kepala Dinas Kesehatan
Daerah

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 30 Mei 2017
~EKRETARIS DAE/

BERITA DAERAH KOTATOMOHON TAHUN~2017 NOMOR

e

~1 | deng~




